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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. 

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD).  

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 

ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung.  

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Sijunjung Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung harus berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 

2005-2025 dan mempedomani hasil Evaluasi Renja-PD Tahun 2022.  

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 

2023 juga berpedoman pada Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 

35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  
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Selanjutnya mengingat Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam 

meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka 

diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tetap mempertimbangkan 

prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan mengamanatkan adanya 

penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses 

dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat 

dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar 

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

tahunan. 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran 

Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RPKD; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 

12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; 

15. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Barencana Kabupaten Sijunjung; 

16. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten 

Sijunjung Tahun 2021-2026; 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; 
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18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Tahun 2023. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat 

program dan kegiatan pembangunan selama setahun sebagaimana yang diamanatkan dalam 

UU Nomor 25 Tahun 2004, sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif 

dan efisien selama Tahun Anggaran 2023.  

Selain daripada itu, penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung adalah : 

1. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 

Anggaran 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan 

dilaksanakan secara konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat 

tercapai dengan baik.  

2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai 

bahan evaluasi dalam pelaksanakan program dan kegiatan tahun berikutnya.  

3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan 

pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat 
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pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam 

pembangunan daerah.  

3.1. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan Renja-PD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang 

terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, agar 

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

 1.1.  LATAR BELAKANG 

  Memuat tentang Renja PD, Proses Penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara 

Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, degan Renja. 

 1.2.  LANDASAN HUKUM 

  Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2023. 

 1.3.  MAKSUD DAN TUJUAN 

  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD. 

 1.4.  SISTEMATIKA PENULISAN 

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU 

 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja-PD Tahun lalu 

(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 

 2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD; 

 2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan-PD; 

 2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi-PD; 
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 2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; 

 2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 3.1.  TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

  Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan 

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi-PD. 

 3.2.  TUJUAN DAN SASARAN RENJA-PD 

  Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi-PD. 

 3.3.  PROGRAM DAN KEGIATAN 

  Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi 

program dan kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan PD dalam melaksanakan program dan 

kegiatan. 

BAB V PENUTUP 

 Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam 

pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 

LAMPIRAN 
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BAB II 

HASIL EVALUASI  

PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) 

yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2020 dan Tahun 2021) dan 

perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang tertuang 

dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.  

Adapun Tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel berikut :  
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Target Renja 

OPD 

Realisasi Renja 

OPD 

Tingkat 

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program 

dan Kegiatan s/d Tahun 

Berjalan 2023

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

01 10

01 10 01

2 14 01

2 14 01 2.01

2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

3 4 3 3 100 3 10 333,33

2 14 01 2.02

2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

20 21 20 20 100 20 61 305,00

2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

1 1 2 2 100 1 4 400,00

2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

18 12 18 18 100 18 48 266,67

2 14 01 2.06

2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5 0 2 2 100 5 7 140,00

2 14 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga

yang Disediakan

12 12 12 12 100 12 36 300,00

2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

yang Disediakan

12 12 12 12 100 12 36 300,00

2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

12 12 12 12 100 12 36 300,00

2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 1 1 1 100 1 3 300,00

2 14 01 2.08

2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

yang Disediakan

3 3 3 3 100 3 9 300,00

2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan

12 12 12 12 100 12 36 300,00

2 14 01 2.09

2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

38 38 38 38 100 38 114 300,00

2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

yang Dipelihara

53 53 53 53 100 53 159 300,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

1

Kode

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

S/D TAHUN 2022

TABEL 2.1

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Realisasi Target Kinerja 

Hasil Program dan 

Kegiatan (Renja OPD s/d 

Tahun 2023

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d 

Tahun berjalan 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes) / 

kegiatan (output)

Realisasi Target Kinerja 

Hasil Program dan 

Keluaran Kegiatan s/d 

Tahun 2021

Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra OPD) 

Tahun 2023
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2 14 02

2 14 02 2.01

2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan

Jalur Formal di Satuan Pendidikan

Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur

Nonformal dan Informal

Jumlah Satuan Pendidikan yang

Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan

Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan

Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Pendidikan Jenjang SD/MI dan

SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan

Informal

6 4 4 4 100 6 14 233,33

2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian

Program KKBPK

Jumlah Laporan Rapat Pengendalian

Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana) 

8 8 8 8 100 8 24 300,00

2 14 02 2.02

2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga

Jumlah Dokumen Profil Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga

1 1 1 1 100 1 3 300,00

2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi

Keluarga

Jumlah Data dan Informasi Keluarga

yang Tersedianya

34 0 34 34 100 34 68 200,00

2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data

Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan dan

Pengumpulan Data Keluarga

2 1 2 2 100 2 5 250,00

2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data

Pengendalian Lapangan dan Pelayanan

KB

Jumlah Dokumen Pengolahan dan

Pelaporan Data Pengendalian Lapangan

dan Pelayanan KB

12 0 12 12 100 12 24 200,00

2 14 03

2 14 03 2.01

2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada

Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan

Advokasi Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana) kepada

Stakeholders dan Mitra Kerja

3 0 3 3 100 3 6 200,00

2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan

Budaya Lokal

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) Program Bangga

Kencana (Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga

Berencana) Sesuai Kearifan Budaya

Lokal

3 0 3 3 100 3 6 200,00

2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK

Melalui Media Massa Cetak dan

Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE

Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana) Melalui Media

Massa Cetak dan Elektronik serta Media

Luar Ruang

1 1 1 1 100 1 3 300,00

2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional

Program KKBPK melalui Rapat

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),

Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan

Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme

Operasional Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),

Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan

Mini Lokakarya (Minilok)

8 0 8 8 100 8 16 200,00

2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di

Balai Penyuluhan KKBPK

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Operasional dan Sarana di Balai

Penyuluhan Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 

dan Keluarga Berencana)

8 8 8 8 100 8 24 300,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
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2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian

Program KKBPK

12 0 8 8 100 12 20 166,67

2 14 03 2.02

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader yang Mengikuti

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP)

40 31 40 40 100 40 111 277,50

2 14 03 2.03

2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan

Obat Kontrasepsi dan Sarana

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya

Jumlah Laporan Pengendalian

Pendistribusian Alat dan Obat

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang

Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

17 17 17 17 100 17 51 300,00

2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP)

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

1178 850 1178 871 73,94 1178 2899 246,10

2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang

Pelayanan KB

Jumlah Unit Sarana Penunjang

Pelayanan KB

8 8 8 8 100 8 24 300,00

2 14 03 2.04

2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Mitra Kerja

Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan

Penguatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Mitra Kerja

Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

3 3 3 3 100 3 9 300,00

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program

KKBPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program

Bangga Kencana (Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga

Berencana) di Kampung KB

26 26 26 26 100 26 78 300,00

2 14 04

2 14 04 2.01

2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (Bina

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), Pusat Informasi dan

Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga

Lansia (BKL), Unit Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga)

Jumlah Kelompok Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), Pusat Informasi dan Konseling

Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia

(BKL), Unit Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang

Dibentuk

10 0 10 10 100 10 20 200,00

2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

20 10 10 10 100 20 40 200,00

2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi

Pengelola dan Pelaksana (Kader)

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana

(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

320 320 320 320 100 320 960 300,00

2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

30 26 26 26 100 30 82 273,33

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
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2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan

Sosialisasi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

1 1 1 1 100 1 3 300,00

2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,

Generasi Berencana, Kelanjutusiaan

serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan

Sosialisasi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi

Berencana, Kelanjutusiaan serta

Pengelolaan Keuangan Keluarga)

1 1 1 1 100 1 3 300,00

2 14 04 2.02

2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

bagi Mitra Kerja

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan

Sosialisasi Program Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

1 1 1 1 100 1 3 300,00

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi kinerja OPD pada Tahun 

2022 mencapai 100%, hanya satu sub kegiatan yang realisasi kinerjanya 73,94% yaitu sub 

kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

dari target 1.178 Akseptor tercapai hanya 871 Akseptor. 

Meskipun demikian dari analisis awal pada pelaksanaan Renstra tahun berjalan s/d 2022 

dapat diketahui beberapa penyebab masih rendahnya capaian kinerja Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Faktor-faktor penyebab tidak 

tercapainya target kinerja sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut : 

 Adanya realokasi dan refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19 menyebabkan 

kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan sehingga target dari 

masing-masing kegiatan dan program yang telah ditetapkan tidak tercapai. 

 Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan 

kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan 

yagn dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat 

yang lebih tinggi. 

 Kesenjangan kompetensi SDM Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung yang disebabkan adanya kebijakan zero growth 

terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 7 tahun (2011-sekarang). Saat 

ini terjadi kekurangan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dilapangan, jika dihitung 

rasio jumlah nagari/desa disbanding dengan jumlah Penyuluh KB yang ada adalah 3:9 

artinya 1 orang Penyuluh KB membina ¾ nagari binaan. Hal ini menyebabkan semakin 

tidak maksimalnya pengelolaan program dilapangan. 

 Masih rendahnya kapasitas SDM Kader-kader KB ditingkat lapangan, untuk itu perlu 

dilakukan pembinaan Kader KB yang berada dilini lapangan, seperti : Kader PPKBD, Sub 

PPKBD, BKR dan BKL. 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 
 
Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Seperti yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 

2016 dengan jelas disebutkan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung adalah melaksanakan pengelolaan Bidang Pengendalian Penduduk, 

Advokasi dan Penggerakan, pengelolaan bidang Keluarga Berencana dan pengelolaan bidang 

Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga. 

Perencanaan pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 

2023 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, baik itu 

Tahun 2022 maupun pada Tahun 2021, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun 

sebelumnya. Dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana (RENSTRA) telah menghasilkan 

berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan 

pelayanan didaerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat 

ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan didaerah pada umumnya timbul dari kekuatan 

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan Program Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah 

kependudukan Kabupaten Sijunjung saat ini dan telah menunjukkan hasil-hasilnya yang 

semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan 

peluang yang ada. Sasaran kegiatan Tahun 2022 telah mulai dilaksanakan dengan baik meski 

dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Indeks Pembangunan

Keluarga

- - 55,73 55,75 55,8 55,85 53,24 n/a 55,8 55,85 Nilai IPK pada

Tahun 2022

keluar pada

Tahun 2023

setelah 

penghitungan 

hasil pendataan

PK22

2 Total Fertlity Rate - - 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 n/a 2,22 2,22 Nilai TFR pada

Tahun 2022

keluar pada

Tahun 2023

setelah 

penghitungan 

hasil pendataan

PK22

3 Persentase Pemakaian

Kontrasepsi Modern

- - 73,85 75,24 76,63 78,02 72,80 67,05 76,63 78,02 Realisasi Tahun

2022 adalah

realisasi sampai

bulan Oktober

2022

4 Persentase kebutuhan

ber�KB tidak terpenuhi

(Unmet Need)

- - 11,76 11,52 11,52 11,28 12,00 19,03 11,52 11,28 Realisasi Tahun

2022 adalah

realisasi sampai

bulan Oktober

2022

TABEL 2.2

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG 

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

Catatan AnalisisNO Indikator
SPM/Standar 

Nasional
IKK

Realiasi Capaian ProyeksiTarget Renstra OPD
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 
 
a) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten 

Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan dalam Bab 

II Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 dengan jelas disebutkan 

tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung 

adalah melaksanakan pengelolaan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan 

Penggerakan, pengelolaan bidang Keluarga Berencana dan pengelolaan bidang 

Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga. 

Pelayanan pemerintah dibidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

saat ini belum berjalan secara optimal, dan masih banyak terdapat hambatan-

hambatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

lapangan. 

Untuk mencapai tujuan Program Bangga Kencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung berusaha memberikan pengayoman kepada 

masyarakat dalam rangka pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan 

pelayanan KB, penguatan Advokasi dan KIE KB, pembinaan remaja, penguatan regulasi 

kelembagaan serta data dan informasi dan pembangunan keluarga yang nantinya akan 

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. 

b) Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Program dan kegiatan saat ini, secara kualitas belum tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan, hal ini disebabkan adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi antara lain : 

1. Adanya realokasi dan refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19 menyebabkan 

kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan sehingga 
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target dari masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan tidak 

tercapai, hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja; 

2. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menjadi peserta KB aktif, 

data 31 Desember 2021 jumlah PUS adalah sebanyak 43.269 dan yang menjadi 

peserta KB aktif adalah sebanyak 31.404 Akseptor sedangkan yang belum 

menjadi peserta KB sebanyak 11.865 PUS; 

3. Kurangnya Tenaga Penyuluh KB dilapangan. 

Dalam penyampaian Informasi tentang program Bangga Kencana, ternyata 

jumlah tenaga penyuluh dilapangan yang ada saat ini sangat tidak memadai 

dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah yang harus didatangi dan 

dilakukan penyuluhan. Adapun tenaga penyuluh yang tersedia pada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung adalah 13 

Orang. Dimana jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebanyak  248.124 (Jumlah 

penduduk menurut kelompok umumr Tahun 2019 – 2022 / Proyeksi Penduduk 

Kabupaten 2015-2025 Hasil Supas 2015 / BPS) sedangkan pada Tahun 2020 

jumlah penduduk sebanyak 243.970 (Jumlah penduduk menurut kelompok 

umumr Tahun 2019 – 2022 / Proyeksi Penduduk Kabupaten 2015-2025 Hasil 

Supas 2015 / BPS) terjadi kenaikan sebanyak 4.154   penduduk. Dengan jumlah 

penduduk tersebut ditambah dengan luasnya wilayah yang terdiri dari 8 

Kecamatan, 62 Nagari dan 1 Desa tenaga Penyuluh KB dilapangan sangat tidak 

mencukupi, sehingga penggarapan sasaran di lapangan tidak berjalan optimal dan 

akseptor yang berada di daerah terpencil tidak terjangkau dengan baik; 

4. Kurangnya SDM Kader dalam mengelola Program Bangga Kencana. 

Kalau dilihat dari segi jumlah Kader yang ada di Kabupaten Sijunjung sudah cukup 

banyak. Namun dari segi kualitas SDM mereka masih sangat kurang, hal ini 

disebabkan karena : 

a. Banyaknya Kader yang masih relatif baru menjadi Kader, hal ini disebabkan 

seringnya penggantian kader oleh wali nagari sehingga mereka belum memiliki 
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pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam memberikan penyuluhan dan 

melakukan pelayanan terhadap masyarakat; 

b. Kurangnya pembinaan dari Penyuluh KB sebagai Pembina wilayah terhadap 

Kader, hal ini disebabkan karena 1 orang penyuluh memiliki 3 atau 4 wilayah 

Nagari binaan: 

Data Jumlah Kader KKBPK di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut : 

- Kader PPKBD 168 Orang 

- Kader Sub PPKBD 524 Orang 

- Kader BKB 242 Orang 

- Kader BKR 38 Kelompok 

- Kader BKL 50 Kelompok 

- Kader UPPKA 23 Kelompok 

5. Unmeed need (12,40%) yang masih tinggi yaitu PUS yang tidak ingin punya anak lagi 

dan ingin anak ditunda tapi belum terjangkau oleh pelayanan KB. Untuk menekan 

pertumbuhan penduduk dikalangan Pasangan Usia Subur perlu dilakukan 

motivasi, sehingga timbul keinginan oleh pasangan usia subur untuk ber KB 

(memakai alat kontrasepsi); 

6. Belum berfungsinya secara maksimal Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) 

yang sudah dibentuk baik yang dibentuk melalui jalur pendidikan maupun yang 

dibentuk melalui jalur masyarakat; 

7. Masih banyak kelompok UPPKS yang tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan 

yang diharapkan karena kurangnya minat dan modal usaha yang mereka miliki; 

8. Belum optimalnya pertemuan kelompok BKB, BKR dan BKL; 

9. Belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB; 

10. Belum tergarapnya dengan maksimal wilayah tertinggal, terpencil dan 

perbatasan; 

11. Akibat dari luasnya wilayah dan daerah Kabupaten Sijunjung, mengakibatkan 

tidak terjangkaunya para akseptor didaerah-daerah terpencil. 
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c) Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 

Agenda dan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung yang berhubungan dengan visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih terletak pada misi 3 yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM 

yang cerdas, sehat, dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)” dan tujuan 1 yaitu “Terwujudnya Sumber 

Daya Manusia yang Berkualitas”. 

Adapun permasalahan dan hambatan pada poin b diatas jika tidak teratasi, tentunya 

dapat berdampak terhadap dari sasaran tujuan dari misi 3 yaitu : 

1. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat; 

2. Tingginya Prevelansi Stunting.  

d) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan 

dan peluang yang dihadapi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi 

oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menciptakan 

berbagai kebijakan dan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. 

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan penyelenggaraan 

tupolsinya antara lain adalah : 

a) Tantangan : 

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga Penyuluh KB dilapangan. Jumlah 

tenaga Penyuluh KB yang dimiliki saat ini hanya 20 Orang sebagai ujung 

tombak pelayanan KB yang mencakup 63 Nagari/Desa. Kondisi ini tentunya 

sangat jauh dari standar rasio ketersediaan Penyuluh KB, dimana 1 Penyuluh 

KB seharusnya menangani Program Bangga Kencana di 1 atau 2 Nagari/Desa; 
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2. Alokasi anggaran APBD yang kecil sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan 

kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun untuk pendampingan 

kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik; 

3. Sesuai dengan intruksi Bapak Presiden bahwa angka Pravelansi Stunting pada 

Tahun 2024 harus mencapai 14 persen, dimana angka Pravelansi Kabupaten 

Sijunjung saat ini sebesar 30,14 persen; 

4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana. 

b) Peluang : 

1. Adanya bantuan DAK Fisik dan Non Fisik yang mendukung program Bangga 

Kencana; 

2. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang baik dalam 

mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana; 

3. Pendayagunaan Kader PPBKD, Sub PPKBD, BKB, dan BKR di nagari untuk 

membantu pemerintah dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana maupun mewujudkan Kehatanan Keluarga.  

e) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti 

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan   

Beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2022, yaitu : 

1. Mengurangi refocusing anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian 

indikator kinerja; 

2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program Bangga 

Kencana; 

3. Meningkatkan SDM Penyuluh KB dan Kader dalam memberikan KIE kepada 

Masyarakat.  
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2.4 Review terhadap RKPD 

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rencangan awal RPKD untuk membandingkan antara 

rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan 

yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja 

yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan 

pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review 

terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan inentifikasi prioritas program dan 

kegiatan, indicator kinjera program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran 

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan 

untuk SKPD yang bersangkutan. 

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung sebagai berikut : 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

Sebagai perwujudan responsivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menunjang pelaksanaan program/kegiatan, masukan dari masyarakat/stakeholder 

khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan di wilayah diakomodir dalam penyusunan 

Renja 2022. 

Pada Tahun 2022 tidak ada usulan masyarakat/pokok pikiran dewan pada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.  

Tabel 2.5 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi  Indikator Kinerja 

Besaran/ 

Volume 
Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 N I H I L 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi 

nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan 

Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi 

arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 

2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai 

siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi :  

1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga; 

2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan 

penguatan karakter sejak dini melalui keluarga; 

3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter 

remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; 

4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-

keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta 

peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB; 

5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan; 

6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan 

pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; 

7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga. 

b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui 

strategi: 

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); 

2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk; 

3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan; 
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4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan. 

c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis 

kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi: 

1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR; 

2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR; 

3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus; 

4) Peningkatan KB Pria; 

5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, 

pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB 

Pasca Persalinan (KB PP); 

6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB. 

d. Meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan 

karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi: 

1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi 

sasaran dan wilayah; 

2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat 

melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD. 

e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi: 

1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana 

berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah; 

2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan 

Program Bangga Kencana. 

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tertera diatas, 

terutama dalam implemetasinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu 

strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja  SKPD 

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun pada 

tahun ini (tahun 2022) yang merupakan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 31 - 

 

TABEL 3.1 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023 
 

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN 

PADA TAHUN 
 2023 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan kinerja Organisasi 
yang akuntabel 
 

Meningkatnya kinerja Organisasi yang 
akuntabel 

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 75,00 

2. Meningkatkan Kualitas 
Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana, “Bangga Kencana" 

 

1. Meningkatnya Implementasi 
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 
Pembangunan Pengendalian Penduduk 

1. Total Fertility Rate (TFR) 2,22 

2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 
(IPBK) 

53,85 
 

2. Meningkatnya Akses Dan Kualitas 

Penyelenggaraan Keluarga Berencana 

Dan Kesehatan Reproduksi 

 

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) 76,63 

2. Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet 
Need) 

11,52 

3. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

20,75 

3. Meningkatnya Kualitas Keluarga 1. Persentase Remaja, Ibu Hamil, dan Ibu Baduta yang 
mendapatkan KIE Stunting 

36,52 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya 

mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Kabupaten 

Sijunjung sebagai pedoman oprasional program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, 

Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis 

sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2023 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan 

rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran 

Tahun 2023. 

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang  

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 diselaraskan dengan agenda pembangunan Misi 3 RPJMD 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, mencakup Sasaran 2 dan 3 yaitu  “Meningkatnya 

Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Menurunnya Prevelansi Stunting”. Dan untuk arah 

kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah Perluasan akses dan 

kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, Peningkatan kuantitas & kualitas program 

Kampung KB, dan Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara 

partisipatif. 

Pada Renja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Sijunjung mempunyai 4 program, 13 kegiatan, dan 37 sub kegiatan untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 5 kegiatan dan 15 sub 

kegiatan, dengan rincian : 

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 

pagu anggaran Rp. 10.000.000,- dengan rincian Rp. 5.000.000,- di Sub Kegiatan 
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Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Rp. 5.000.000,- di Sub 

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD. 

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran                      

Rp. 2.412.425.507,-. Mempunyai 3 Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 2.362.123.507,-, Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu Rp. 13.275.500,- 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dengan pagu Rp. 37.026.500,-. 

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 166.120.000,-. 

Kegiatan ini mempunyai 5 Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga dengan pagu Rp. 6.000.000,-,  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor pagu Rp. 28.400.000,-, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan pagu Rp. 8.000.000,-, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pagu  

Rp. 5.000.000,- dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD dengan pagu Rp. 118.720.000,-. 

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu          

Rp. 56.112.505,-. Kegiatan ini mempunyai 3 Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu                             

Rp. 25.230.000,-, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

pagu Rp. 17.402.505,-, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

dengan pagu Rp. 13.480.000,-. 

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan pagu Rp. 118.396.000,-. Kegiatan ini mempunyai 2 Sub Kegiatan, yaitu : Sub 

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu Rp. 111.896.000,- dan Sub 

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 6.500.000,-.    

2. Program Pengendalian Penduduk mempunyai 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dengan 

rincian sebagai berikut : 
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a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 

dengan pagu Rp. 145.200.000,-. Dan pagu ini dialokasikan untuk Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK. 

b) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota dengan pagu Rp. 80.200.000,-, dengan rincian Rp. 60.000.000,- untuk Sub 

Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dan Rp. 20.200.000.- untuk Sub 

Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.  

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai 4 Kegiatan dan 13 Kegiatan, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a) Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendaian 

Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan pagu Rp. 153.508.500,-, 

dengan rincian Rp.898.000,- untuk Sub Kegiatan Advokasi Program KKBK kepada 

Stakeholders dan Mitra Keja, Rp. 11.518.400,- untuk Sub Kegiatan Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi (KIE) Progam KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal,                     

Rp. 3.850.000,- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media 

Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang, Rp. 25.898.700,- untuk Sub 

Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini 

Lokakarya (Minilok), Rp. 109.045.600,- untuk Sub Kegiatan Pengelolaan operasional 

dan sarana di balai penyuluhan KKBPK, Rp. 2.297.800,- Sub Kegiatan Pengendalian 

Program KKBPK. 

b) Kegiatan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan pagu                          

Rp. 19.123.200,- diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP). 

c) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu                        

Rp. 125.327.700,-, diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian 

Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas 
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Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp. 44.755.500,-, Sub Kegiatan 

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                

Rp. 68.297.200,-, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                     

Rp. 2.900.000,00,- Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                

Rp. 9.375.000,-. 

d) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 

Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan pagu sebesar Rp. 59.460.600,-, diperuntukan 

untuk Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra 

Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                  

Rp. 18.021.600,-, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di 

Kampung KB Rp. 41.439.000,-  

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan pagu sebesar 

Rp. 223.385.000,-, dengan rincian sebagai berikut : 

a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga dengan pagu sebesar Rp. 173.385.000,-, diperuntukan sebesar 

Rp. 10.000.000,- untuk Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Rp. 40.000.000,- untuk Sub Kegiatan 

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), 

Rp. 10.000.000.- untuk Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Rp. 20.000.000,- untuk Sub Kegiatan 

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), 

Rp. 93.385.000,- untuk Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 



- 36 - 

 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi 

Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). 

b) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000,- 

diperuntukan untuk Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. 

Penjelasan diatas dapat dilihat dari tabel berikut : 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 didasarkan pada program dan kegiatan yang 

termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sijunjung maupun RKPD, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi DAK Tahun 2023 dari pusat.  

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yang 

ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :   

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, harus 

dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu; 

2. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, 

memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kenerja pelayanan;  

3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman 

pada peraturan perundangan yang berkaitan; 

4. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah 

dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun DAK.; 

5. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mempedomani 

dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan 

Renstra); 

6. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, harus 

menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 yang menjabarkan secara ringkas 

program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang ada pada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Rencana Kerja ini 

disusun sebagai salah satu bahan/pengantar dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.  

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilibatkan, sehingga dokumen ini 

diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Untuk menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah diperlukan 

saran dan masukan agar Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung menjadi lebih baik.  

Semoga laporan rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku 

kepentingan di Kabupaten Sijunjung. 

Muaro Sijunjung,      Juli 2022 
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 
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